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PEMAHAMAN
Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 17 ayat (4): Pelaksana Penelitian tidak

perlu menyampaikan bukti rinci pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada

Penyelenggara Penelitian.

PMK Nomor 203/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban

Anggaran Penelitian.

❑Ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai kegiatan penelitian yang tidak perlu

membuat bukti rinci pertanggungjawaban.

❑Setiap rupiah uang negara, yang bersumber dari APBN wajib dipertanggungjawabkan

secara transparan dan akuntabel. Penggunaan dana harus relevan, sesuai peruntukan,

dan didukung dengan perencanaan serta pencatatan yang benar



HASIL TEMUAN KEGIATAN PENELITIAN
1. Terdapat proses perubahan rencana anggaran dalam proposal, anggaran yang disetujui

dalam kontrak dan realisasinya dilapangan belum teradministrasi dengan baik.

2. terdapat kewajiban pencatatan harian penelitian yang harus dilakukan oleh pemneliti pada

Aplikasi BIMA belum dilakukan atau diisi secara lengkap sehingga tidak tergambarkan

aktivitas penelitian yang sebenarnya.

3. luaran penelitian pada beberapa kegiatan penelitian belum tercapai sesuai dengan kontrak

dan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) yang telah ditetapkan, yaitu

▪ luaran penelitian belum disubmit pada Jurnal International bereputasi, 

▪ luaran penelitian belum terpublikasi pada Jurnal International bereputasi, 

▪ Selain itu ada juga hasil luaran yang tidak sesuai dengan proposal penelitian dan tidak

mencantumkan acknowledgment sumber pendanaan sebagaimana dipersyaratkan dalam

ketentuan program penelitian. 



HASIL TEMUAN KEGIATAN PENELITIAN
4. Terdapat kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana penelitian tidak sesuai dengan Pedoman

Teknis yang dikelurkan oleh Direktorat Penelitin dan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu

▪ terdapat ketua peneliti berstatus tugas belajar sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagai

ketua peneliti.

▪ penggunaan dana penelitian untuk pengadaan alat, lisensi, atau barang lain yang berpotensi

menjadi aset atau Barang Milik Negara (BMN).

▪ pembayaran kegiatan penelitian dilakukan melebihi Standar Biaya Masukan (SBM), seperti

pembayaran transportasi, konsumsi, dan sewa kendaraan.

▪ pembayaran honorarium melebihi Standar Biaya Masukan, pembayaran kepada pihak yang

dilarang dalam Pedoman dan pembayaran yang tidak didukung dengan dokumen yang

memadai.

▪ adanya ketidaksesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang dilaporkan,

bahkan terdapat indikasi markup pada beberapa transaksi kegiatan penelitian.

▪ penggunaan anggaran untuk biaya publikasi penelitian yang melebihi batas maksimal 10%

dari total pendanaan penelitian sebagaimana diatur dalam Buku Panduan Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat.



HASIL TEMUAN KEGIATAN PENELITIAN
5. terdapat kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, antara lain berupa pajak yang belum

dipotong atau belum disetor atas transaksi yang terjadi dalam kegiatan penelitian.

6. terdapat sisa dana penelitian atau dana publikasi yang masih berada pada rekening

peneliti karena luaran penelitian belum terbit atau belum dilakukan penyetoran kembali ke

kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

7. terdapat proses pengajuan paten atau hak cipta atas hasil penelitian belum selesai, serta

ketidaksesuaian kepemilikan hak cipta dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak

penelitian.

8. terdapat kelemahan dalam pengadministrasian bukti-bukti pertanggungjawaban

penggunaan dana kegiatan penelitian, yaitu:

▪ dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak lengkap/tidak didukung

oleh bukti transaksi pembayaran yang sah,

▪ terdapat perbedaan antara dokumen SPJ fisik dengan dokumen dalam bentuk soft file.

▪ terdapat pembayaran biaya publikasi penelitian yang dilakukan pada bulan Februari

2026, sementara sumber pendanaan kegiatan penelitian berasal dari Tahun Anggaran

2025.



HASIL TEMUAN KEGIATAN PENELITIAN
9. terdapat kelemahan dalam pengadministrasian bukti-bukti pelaksanaan kegiatan

penelitian, yaitu dokumen perjalanan dinas kegiatan penelitian belum dilengkapi/belum
didukung dengan surat tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), boarding pass,
laporan perjalanan dinas, maupun dokumentasi kegiatan.

10. Terdapat kelemahan dalam melakukan administrasi pelaksanaan kegiatan penelitian yang
dapat menimbulkan adanya penyimpangan tata kelola kegiatan penelitian yaitu:

▪ aset atau prototipe hasil penelitian belum dilakukan pencatatan kedalam Barang Milik
Negara (BMN);

▪ aset yang dihasilkan dan diserahkan kepada pihak ketiga belum dibuatkan Berita Acara
Serah Terima (BAST);

▪ Pelabelan sumber dana atas aset yang diserahkan kepihak ketiga maupun yang menjadi
BMN belum ada.

11. terdapat mahasiswa yang tercantum sebagai anggota tim penelitian tidak menunjukkan
komitmen dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, dan tidak melanjutkan keterlibatannya
dalam kegiatan penelitian yang sedang berjalan.



HASIL TEMUAN KEGIATAN PKM
1. terdapat kelemahan dalam pengadministrasian bukti-bukti pertanggungjawaban

penggunaan dana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu: 

▪ bukti kuitansi tanpa identitas penyedia, tanpa tanggal, dan tanpa stempel, 

▪ adanya ketidaksesuaian antara jumlah bukti transaksi dengan laporan realisasi. 

▪ Bukti-bukti pertanggungjawaban tidak lengkap. 

2. terdapat kelemahan dalam pengadministrasian bukti-bukti pelaksanaan kegiatan

Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu

▪ pelaksanaan kegiatan pelatihan, sosialisasi dan rapat tidak didukung surat tugas, daftar 

hadir peserta, notulen kegiatan, maupun dokumentasi pelaksanaan kegiatan. 

▪ pelaksanaan perjalanan dinas kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak didukung

Surat Tugas dan SPPD sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas. 

3. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat belum melaporkan kegiatannya pada aplikasi

BIMA secara lengkap, seperti membuat catatan harian yang memadai. Selain itu juga 

terdapat keterlambatan dalam pengunggahan laporan kegiatan dan dokumen penggunaan

dana yang belum diunggah secara lengkap. 



HASIL TEMUAN KEGIATAN PKM
4. terdapat perubahan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran

Biaya (RAB), namun tidak didukung dengan addendum/perubahan RAB.

5. pengelolaan barang atau peralatan yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada
masyarakat belum dilakukan secara tertib, yaitu barang yang diserahkan belum dibuatkan
Berita Acara Serah Terima (BAST), belum diberi label sumber pendanaan, dan belum
didistribusikan sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban kegiatan.

6. terdapat pembayaran honorarium atau penggunaan tenaga penunjang kegiatan yang tidak
sesuai dengan ketentuan dalam pedoman, baik dari sisi jenis penerima, besaran
honorarium, maupun pembayaran yang tidak didukung dokumen yang memadai.

7. Terdapat pembelian barang atau peralatan yang tidak dilengkapi dengan spesifikasi yang
jelas, tidak mengacu pada harga yang wajar, menggunakan penyedia yang tidak memenuhi
ketentuan administrasi atau perpajakan, atau dilakukan melalui penyedia yang memiliki
afiliasi dengan tim pelaksana kegiatan.

8. Terdapat transaksi belanja dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang belum
dipotong atau disetorkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



SEKIAN TERIMA KASIH……
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